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Abstrak
Dari sekian banyak kasus pertanahan yang bermunculan di Indonesia seringkali berbenturan dengan banyak aspek
penerapan, yaitu benturan antara hukum nasional/hukum positif dengan hukum asli/hukum adat pada masyarakat
setempat, atau benturan dengan kepemilikan ganda suatu benda tanah. Untuk mengkaji masalah ini, tentu saja perlu
ditinjau lebih lanjut mengapa hal ini bisa terjadi, dan perlu merefleksikan apakah yang membuat fenomena ini
tampak begitu sulit untuk menemukan solusi yang pasti. Maka tidak dapat dipungkiri lagi maraknya praktek
perantara tanah yang membuat Indonesia semakin menjadi negara yang sangat sulit untuk mencari keadilan dan
kepastian hukum dalam tahap penyelesaian. Praktik pelanggaran hukum di bidang pertanahan di Indonesia
menunjukkan bahwa masih banyak orang yang berkepentingan memiliki tanah di Indonesia baik dari dalam maupun
luar negeri. Mengingat kompleksnya persoalan di dunia pertanahan, menjadi lebih menarik untuk membicarakan
filosofi tanah, apakah tanah itu milik negara atau dapat diberikan kepemilikan kepada subjek hukum non-negara.
Hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan sedikit pemahaman mendasar, agar tidak salah nantinya jika
dihadapkan pada masalah kepemilikan tanah. Dalam konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal 33 ayat (3) menyatakan “Bumi dan air serta sumber daya alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Melihat isi konstitusi ini, terlihat jelas bahwa keterlibatan utama dalam koridor pertanahan Indonesia terletak di
negara. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang hubungan dan keberadaan pihak ketiga dalam koridor jual beli
tanah, yang juga tidak lepas dari konstitusi Indonesia yang seharusnya memberikan kepastian hukum. Hal ini juga
perlu dimaknai dengan bagaimana sebenarnya kepemilikan hak atas tanah di Indonesia yang wajar dan sesuai
dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasan kali ini terdapat kasus-kasus perebutan hak
kepemilikan tanah, yang sebelumnya telah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Kata kunci: Tanah, Kepastian Hukum, Konstitusi, Hak Atas Tanah.

Abstract

Of the many cases of land emerging in Indonesia often collide with many aspects of application, namely the clash between national
law/positive law and the original law/customary law on the local community, or clash with multiple ownership of a land object. To
examine this issue, it is of course worth a further review of why this can happen, and need to reflect on whether what makes this
phenomenon appear to be so difficult to find a definite solution. Then it can not be denied again the rise of land brokering practices that
make Indonesia increasingly becoming a very difficult country to find justice and legal certainty in the stage of completion. The practice
of law violations in the land affairs in Indonesia indicates that there are many people who have interest in owning land in Indonesia
both from within and outside the country. Given this complex issue in the land world, it becomes even more interesting to talk about the
philosophy of the land, whether the land is state property or can be granted ownership to a non-state legal subject. This is very necessary
to get a little fundamental understanding, so no one will later if faced with the problem of ownership of the land. In the constitution of
the state of Indonesia (UUD 1945) Article 33 paragraph (3) states "Earth and water and natural resources contained therein are
controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." Looking at the contents of this constitution, it is very clear that
involvement major in the Indonesian land corridor lies in the country. In this writing, the author discusses the relationship and existence
of third parties in the corridor of land sale and purchase, which also can not be separated from the Indonesian constitution which should
provide legal certainty. This also needs to be interpreted by how the real ownership of land rights in Indonesia that is reasonable and in
accordance with applicable law in Indonesia. In the present discussion there are cases of contested land ownership rights, which previously
had disputes in the Denpasar District Court which have been of permanent legal force (inkracht van gewijsde).
Key words : Land, Legal Certainty, Constitution, Land Rights.
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I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai banyak sekali permasalahan
dalam dunia pertanahan. Tidak dapat dipungkiri kembali maraknya praktek makelar tanah yang
membuat Indonesia kian menjadi negara yang sangat sulit menemukan keadilan dan kepastian
hukum pada tahap penyelesaiannya. Praktek pelanggaran hukum dalam dunia pertanahan di
Indonesia menandakan bahwa banyak kalangan yang minat memiliki tanah di Indonesia baik
dari dalam maupun luar negeri. Kekayaan alam Indonesia yang cukup strategis dalam investasi
membuat pihak-pihak tersebut cenderung menghalalkan segala cara guna mempunyai tanah di
Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah perlu memberikan kebijakan atas permasalahan
mengenai tanah ini. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Ratih Lestarini juga memuat hal yang sejalan
yakni menyatakan “This government policy is based on the background of the economic development which
drives the government, especially the regional government, to conduct enhancement measures of national / regional
incomes through investment of land, including by means of land utilization in adat law society for modern
businesses.”1 Kemudian Brian Z. Tamanaha juga memberikan pendapat yang menarik yakni “In
this regard, social, economic, and political powers play an important role in determining preference for a particular
mechanism for resolving land disputes.”2 Kedua pendapat ini sungguhlah sangat menarik karena
memang jika dikaitkan dengan permasalahan tanah di Indonesia tidaklah terlepas dari corak
bisnis, ekonomi dan social politik.
Dari berbagai kasus tanah yang muncul di Indonesia seringkali berbenturan dengan
banyak aspek penerapan, yakni perbenturan antara hukum nasional / hukum positif dengan
hukum asli / hukum adat pada masyarakat lokal, ataupun perbenturan dengan kepemilikan
ganda pada suatu objek tanah. Hukum adat yang berlaku di negara Indonesia pun memberikan
batasan tersendiri mengenai pemberlakuan hukum di Indonesia, termasuk juga dalam
permasalahan tanah. Sebastiaan Pompe dalam tulisannya sangatlah perlu mendapat perhatian
khusus yakni menyatakan “The Indonesian Constitution and its later amendments recognize adat laws
provided that they still exist in the society and do not contravene the state law. Government policies are bent
toward the unification of the legal system, abandoning legal pluralism in the society and leaving adat institutions
at the periphery. The role of national law was strengthened at the cost of adat law.”3 Hal ini semakin
memberikan pandangan bahwa memang Indonesia dalam konstitusi tidak mengesampingkan
hukum adat dalam pemberlakuannya. Menelaah permasalahan ini, tentunya perlu ditinjau lebih
lanjut mengapa hal ini bisa terjadi, dan perlu direnungkan kembali apakah yang membuat
fenomena ini muncul hingga sangat sulit untuk menemukan solusi pasti.
Berangkat lebih lanjut dari pemikiran di atas, sebenarnya apakah yang menjadi
kekurangan hukum di Indonesia sehingga maraknya praktek pelanggaran hukum di dunia
pertanahan kerap terjadi. Tidak dapat dikesampingkan kembali bahwa memang tanah yang ada
di Indonesia merupakan sebuah hal yang patut diperbincangkan sebagaimana mestinya agar
menemukan berbagai macam formulasi penyelesaian. Tanah tentunya sangatlah dapat
dikonversikan ke dalam bentuk kekayaan yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, bahkan negara
pun dapat turut andil dalam pemilikan atas tanah.
Di berbagai sudut wilayah Indonesia dan saking banyaknya wilayah Indonesia ini
membuat pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi secara otonomi, yang tidak lain juga
penyelesaian permasalahan hukum di dunia pertanahan tidak dapat digunakan hukum positif
1 Ratih Lestarini, Finding A Fair Land Dispute Settlement Mechanism Between Adat Law Community Vs. Investor,
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Indonesia Law Review (2016) 3: hlm. 375
2 Brian Z. Tamanaha, “The Rule of Law and Legal Pluralism in Development,” (Pluralism in
Development, Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 11-07-01, July 2011), hlm. 13.
3 Sebastiaan Pompe, “Between Crime and Custom: Extra-marital Sex in Modern Indonesian Law” in Indonesia,
Law and Society, 2nd ed., edited by Tim Lindsey (New South Wales: The Federation Press, 2008, hlm. 106.
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seutuhnya, karena memang kultur setiap daerah di Indonesia yang berbeda-beda termasuk
masalah pemilikan atas tanah. Dapat kita lihat kembali bahwa aturan yang kerap kali
diberlakukan sangatlah sulit diterima oleh kalangan tertentu. Sebagai contoh si A yang bertempat
tinggal di wilayah A mempunyai tanah di wilayah B berdasarkan Sertifikat Hak Milik, kemudian
seiring berjalannya waktu pemerintah B memberlakukan pemilikan atas tanah tidak
diperkenankan lagi pemilikan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik. Hal ini tentunya
menjadi masalah yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Fatalnya adalah Sertifikat Hak Milik
si A di wilayah B itu kemudian dibatalkan oleh Kantor Pertanahan setempat dan dibuat regulasi
untuk menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Hak Guna Usaha, dan dalam jangka
waktu tertentu hak mutlak atas tanah si A tersebut secara serta merta akan hilang dan kemudian
diambil alih oleh pemerintah atau pihak lain.
Mengingat permasalahan kompleks dalam dunia pertanahan ini, menjadi semakin
menarik apabila dibahas mengenai filosofi dari tanah tersebut, apakah tanah itu merupakan
pemilikan negara atau dapat diberikan pemilikan kepada suatu subjek hukum bukan negara. Hal
ini sangatlah perlu mendapat sedikit pemahaman secara fundamental, sehingga tidak salah
nantinya jika dihadapkan pada masalah pemilikan atas tanah. Dalam konstitusi negara Indonesia,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 33 ayat (3)
menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Melihat isi dari konstitusi ini, maka
sangatlah jelas bahwa keterlibatan utama dalam koridor pertanahan Indonesia terletak pada
negara.
Pembahasan lebih lanjut akan lebih sangat menarik kembali mengenai bagaimana
pemilikan atas tanah pada subjek hukum bukan negara? Perlu diingat kembali bahwa tanah
Indonesia diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, lantas siapa yang
dimaksud dengan rakyat ini oleh konstitusi? Menjadi sesuatu yang akan membuat banyak
kalangan resah apabila beranggapan bahwa konstitusi ini cenderung menunjukkan sikap arogan
kepemilikannya terletak lurus pada negara.
Berdasarkan pemikiran filosofi di atas, tentunya tidak perlu dikhawatirkan bahwa negara
secara serta merta akan memiliki seluruh tanah, karena kemakmuran rakyat yang dimaksud
dalam konstitusi adalah pada tahapan pembangunan demi kepentingan umum, yang juga hal ini
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (“UUPA”). Oleh karena itu, untuk memperjelas bagaimana pemilikan hak atas tanah
subjek hukum bukan negara, maka perlu ditegaskan kembali bahwa sebenarnya tanah di
Indonesia perlu dimaknai dengan pemilikan yang mutlak dan diperkenankan pembangunannya
sesuai dengan regulasi pemerintah, agar penataan wilayah dapat terlaksana secara baik dan benar,
serta kepentingan negara untuk umum dapat terakomodir. Tujuan pembentukan UUPA tersebut
berdasarkan Penjelasan Umum, yaitu4 :
1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang
merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi
Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan
makmur.
2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
hukum pertanahan.
3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hakhak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Dalam penulisan kali ini, penulis membahas mengenai kaitan dan eksistensi dari pihak
ketiga dalam koridor jual beli tanah, yang juga tidak lepas dari konstitusi Indonesia yang
4

Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277.
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sepaturnya memberikan kepastian hukum. Hal ini pun perlu dimaknai dengan bagaimana
sebenarnya pemilikan hak atas tanah di Indonesia yang secara wajar dan sesuai dengan hukum
yang berlaku di Indonesia. Pada pembahasan kali ini terdapat kasus yang bermuatan
pertentangan pemilikan hak atas tanah, yang mana uraian singkat permasalahan hukumnya
adalah sebagai berikut :
1) Penggugat semula adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Benoa
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang luas dan batas-batasnya
tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 7456/Kelurahan Benoa sesuai dengan
surat ukur No. 2943/2002 Luas 30.605 M² (tiga puluh ribu enam ratus lima meter
pesegi) yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
2) Kemudian pada sekitar tahun 2010 telah datang ketempat tanah milik Penggugat
yaitu Sdr. Drs. I Putu Parwata Melia Kusuma MM (Tergugat VII) yang mengaku
ngaku sebagai pemilik tanah Penggugat, bahkan melakukan intimidasi kepada
Penggugat agar Penggugat menyerahkan sebagian tanah sengketa tersebut.
3) Penggugat merasa belum pernah menjual tanah miliknya baik sebagian ataupun
seluruhnya kepada siapapun juga, dan tanah milik Penggugat ini sampai saat ini
masih dikuasai dan digarap oleh Penggugat, maka Penggugat mencari informasi akan
tanah Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
4) Bahwa betapa Penggugat terkejut karena Penggugat memperoleh informasi tanah
milik Penggugat telah ada yang menjual sebagian yakni seluas 14.500 M² (empat belas
ribu lima ratus meter persegi) kepada orang lain dan telah terdaftar atas nama
pembeli, yaitu dengan Sertifikat Hak Milik No. 8584 Kelurahan Benoa, Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
5) Bahwa ternyata yang menjual tanah milik Penggugat adalah Tergugat I yang
merupakan anak kandung Penggugat dengan cara memalsukan Cap Jempol dari
Penggugat seolah-olah Tergugat I mendapat kuasa menjual tanah dari Penggugat
dan atas kasus ini sudah diproses penyidik dilanjutkan penuntutan di Persidangan
dan Pengadilan Negeri Denpasarpun telah menjatuhkan vonis perkaranya terdaftar
dengan No.952/Pid.B/2011 PN.DPS.
6) Kemudian Penggugat baru mengetahui dimana sebagian tanah milik Penggugat telah
beberapa kali terjadi peralihan hak, yaitu :
a) Bahwa Tergugat I pada awalnya menjual tanah Penggugat itu kepada Tergugat
II dengan Akta Jual-Beli No.13/2003 tanggal 20-5-2003 yang dibuat oleh
Tergugat III, dan telah didaftarkan dengan bukti terbitnya Sertifikat Hak Milik
No. 8584 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas
nama RUDY SANTOSO (Tergugat II);
b) Bahwa kemudian oleh Tergugat II tanah milik Penggugat itu dijual kepada
Tergugat IV, V, VI dan VII dengan Akta Jual-Beli No. 35/2006 tanggal 24-82006 yang dibuat oleh Tergugat VIII dan telah dilakukan balik nama tanggal 3
Oktober 2006 menjadi atas nama LO STEFANUS (Tergugat IV), TAN ARLY
CHANDRA (Tergugat V), JOHNNY TAN DIARY (Tergugat VI), dan Drs. I
PUTU PARWATA MELIA KUSUMA, MM (Tergugat VII);
c) Bahwa selanjutnya tanah milik Penggugat ini oleh Tergugat IV, V,VI dan VII
telah dijual kepada Tergugat IX dan Tergugat X dengan Akta Jual-Beli No.
602/2012 tanggal 15-10-2012 yang dibuat oleh tergugat XI, dan telah dilakukan
balik nama menjadi atas nama ARDHY AL DIMORO, Mo (Tergugat IX) dan
LIM WAN SENG.(Tergugat X).
7) Bahwa oleh karena tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang
dituangkan dalam Akta Jual-Beli No.13/2003 tanggal 20-5-2003 adalah milik
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Penggugat, sedangkan Tergugat I pada waktu transaksi Jual Beli tanah dengan
Tergugat II, telah mempergunakan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual No. 2 tanggal
14 Januari 2003 yang telah terbukti dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar No.952/Pid.B/2011 PN.DP tanggal 14 Nopember 2011, yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka Tergugat I sama-sekali tidak
berhak untuk menjual/mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun
termasuk kepada Tergugat II. Oleh karena itu, perbuatan hukum jual-beli
sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli No.13/2003 tanggal 20-5-2003 adalah
cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan. Demikian pula Sertifikat Hak Milik No.
8584 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, luas 14.500
M² (yang merupakan hasil splitzing/pemisahan dari SHM 7456/Kelurahan Benoa
Surat ukur No. 2943/2002 tanggal 31-5-2002) yang terbit berdasarkan akta jual-beli
tersebut dengan sendirinya merupakan dokumen yang cacat hukum, tidak sah dan
harus dibatalkan pula.
8) Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa memperhatikan
keadaan/fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat IV,
Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan khususnya Tergugat IX dan Tergugat
X sebagai pembeli terakhir adalah merupakan Pihak Ketiga/pembeli beritikad baik
yang perlu mendapat perlindungan hukum.
Dan mengenai topik bahasan ini juga ada terdapat putusan pengadilan yang lain yang
dijadikan sebagai acuan contoh kasus dalam penulisan makalah ini, yaitu Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg yang pada putusannya menjatuhkan
sanksi pidana kepada Kepala Desa Kemang Indah dengan pidana penjara selama dua tahun
enam bulan yang terbukti menjual tanah bengkok yang berlokasi di Desa Kemang Indah,
Kecamatan Mesuji Raya sesuai dengan Peta Kapling Lembar 27, 29 dan 40 sebagaimana Peta
Kapling Lokasi PIR-TRANS PT. AEK TARUM tanggal 7 April 1995, tanpa mendapat
persetujuan dari BPD dan tanpa mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur setempat, serta
hasil dari penjualan tersebut tidak dipergunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik
berlokasi di desa setempat.
Menelaah pada dua kasus di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan kali
ini, karena permasalahan hukum yang sangat kompleks dan membuat cara penyelesaiannya
terkesan sangat sulit. Kemudian apabila dikaitkan kembali dengan konstitusi di Indonesia, maka
sangatlah bertentangan dan diharapkan negara dapat ambil bagian dalam menyelesaikannya.
Penulis beranggapan bahwa negara melalui hakim pemeriksa perkara tersebut sangat fatal dalam
menjatuhkan putusan, karena justru hakim sendirilah yang membuat hukum pemilikan atas
tanah pada kedua pihak tersebut menjadi tidak tegas dan justru melalui putusannya membuat
semakin tidak adil dan tidak berkepastian hukum. Dengan demikian, Perlindungan Terhadap
Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali
dan di Desa Kemang Indah, Provinsi Sumatera Selatan pada perkara ini perlu dibahas dalam
kajian ilmiah dalam tulisan ini.
Berdasarkan uraian diatas, yang akan menjadi pembahasan dalam artikel ini, ialah
perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam jual beli tanah dan penerapan
perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam jual beli tanah ditinjau dari
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 800/Pdt.G/2013/PN. Dps dan Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg?
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II. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan sebuah
perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Terjadinya pengikatkan diri terhadap
satu orang lain atau lebih tersebut menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan
kewajiban terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Kewajiban dalam hal ini berupa
pemenuhan suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang
berhak atas suatu prestasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian selalu
ada 2 (dua) pihak ataupun lebih, bahwa satu pihak yang wajib melakukan atas suatu prestasi
(disebut debitur) sedangkan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak menerima atas suatu
prestasi (disebut kreditur).5 Sama halnya dalam perjanjian jual beli, harus dilakukan 2 (dua) pihak
ataupun lebih yang saling mengikatkan diri, yang disebut sebagai pihak penjual dan pembeli.
Pengikatan diri satu sama lain antara penjual dan pembeli akan menimbulkan akibat hukum
yakni adanya suatu kewajiban dalam hal ini berupa pemenuhan suatu prestasi dari penjual untuk
menyerahkan objek (benda) yang menjadi objek jual beli kepada pembeli. Pembeli juga
berkewajiban untuk membayar objek yang telah dibelinya sesuai dengan kesepakatan dengan
penjual. Bahwa dalam perjanjian jual beli tidak hanya berupa pengikatan jual beli antara kedua
belah pihak, namun juga harus memperhatikan syarat-syarat sah suatu perjanjian agar tidak
terjadi perjanjian yang batal demi hukum ataupun yang dapat dibatalkan. Suatu perjanjian harus
memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320
KUHPerdata, bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat 4 macam, yaitu: 1) Kesepakatan
mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu
pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat-syarat tersebut di atas
terkait subjek dan objek yang harus ada dalam suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua terkait
subjek perjanjian (syarat subjektif) sedangkan syarat ketiga dan keempat terkait objek perjanjian
(syarat objektif). Jika salah satu unsur dari keempat unsur tersebut tidak terpenuhi maka
menyebabkan cacatnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka
perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak
dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Selanjutnya,
manakala suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi
hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut
tidak pernah ada.
Berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji bahwa dalam perjanjian jual
beli tanah, hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana telah
dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Syarat subjektif yakni untuk kesepakatan dan
kecakapan para pihak yang membuat perjanjian telah memenuhi syarat tersebut, namun untuk
syarat objektif yakni suatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang dalam jual
beli tanah tentu telah melanggar peraturan yang berlaku dan objek yang digunakan untuk jual
beli tersebut merupakan objek yang terlarang. Sehingga perjanjian jual beli tanah tersebut batal
demi hukum karena objek yang diperjualbelikan merupakan tanah yang tidak boleh dilakukan
pelepasan hak kecuali diketahui oleh pemilik sah, Pihak pembeli dalam kasus yang diangkat
sebagai permasalahan tidak mengetahui bahwa ternyata tanah yang telah dibelinya merupakan
tanah yang seharusnya tidak boleh dilakukan pelepasan dikarenakan menggnakan Kuasa Jual
Palsu.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), hlm. 92.
5
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Sehingga dalam hal ini pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya
jual beli tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli
bahwa: “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
diperjanjikan” Rumusan tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli melahirkan
kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut.6
Perumusan suatu perjanjian jual beli harus dilakukan dengan itikad baik mengingat dalam jual
beli merupakan persetujuan untuk mengikatkan dirinya menyerahkan suatu objek kepada pihak
lain. Dengan demikian asas itikad baik ini sangat penting untuk menghindari cacat-cacat
tersembunyi dalam objek yang diperjualbelikan.7
Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1491 KUHPerdata bahwa : “Kewajiban si
penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang
dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut tersembunyi,
atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”
Berdasarkan pasal tersebut maka kewajiban penjual harus menjamin secara aman atas barang
yang hendak dijualnya dari gangguan-gangguan yang merugikan, menjelaskan pula hal-hal
penting yang wajib diketahui oleh pembeli sehingga ketika terjadi sengketa atas objek jual beli
tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli. Bukan hanya pihak penjual yang
harus beritikad baik ketika akan menjual sesuatu barang, disisi lain kedua belah pihak yakni pihak
pembeli juga berkewajiban memiliki itikad baik dengan meneliti keadaan barang dari cacat
tersembunyi sebelum membeli suatu barang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal
1338 ayat 3 bahwasanya suatu perjanjian yang dibuat harus berlandaskan itikad baik dari kedua
belah pihak yang berarti bahwa setiap pembuatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli yang
berdasarkan itikad baik harus mengindahkan subtansi perjanjian tersebut atas dasar kepercayaan
antara kedua belah pihak. Namun apabila dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian tersebut
ditemukan itikad yang tidak baik oleh salah satu pihak, maka pihak yang beritikad baik akan
mendapatkan perlindungan hukum.8
2. Penerapan Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Jual
Beli Tanah Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
800/Pdt.G/2013/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
3/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Pada perkara yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
800/Pdt.G/2013/PN.Dps ini sangatlah menarik, karena terdapat beberapa kajian hukum
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut pandangan penulis
adalah logis dan sesuai dengan koridor hukum positif, serta menjamin kepentingan A sebagai
pemilik hak atas tanah dan selaku korban tipu muslihat yang dilakukan oleh B. Yang menjadi
titik poin perkara ini adalah bagaimana sebenarnya A berjuang untuk mendapatkan kembali
haknya atas tanah tersebut walaupun faktanya terhadap tanahnya tersebut telah dibaliknama ke
beberapa pihak lainnya. Menurut Dr. Abdul Salam, S.H., M.H. dalam perkuliahan mata kuliah
Kapita Selekta dan Hukum Perikatan pada 19 Maret 2018 di Program Magister Hukum Program
Studi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa “Perjanjian dapat batal
dengan adanya paksaan, penipuan dan khilaf. Perjanjian batal harus terdapat pembatalan.”
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27.
Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2003), hlm. 217.
8 Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting
Lainnya, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 8.
6
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Dengan memperhatikan secara seksama perkara ini, sepatutnya A memang berhak atas
tanahnya tersebut, namun dengan catatan dapat dibuktikan adanya penipuan yang dilakukan
oleh B kepada A. Yang menjadi sangat menarik dalam putusan perkara ini adalah A
dimenangkan dan menghukum B, C atau pihak lainnya menyerahkan tanah tersebut kepada A,
disamping itu pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh A dan B, dan Akta
Kuasa Jual dari A kepada B dinyatakan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut sebagai Akta yang cacat hukum dan tidak mengikat.
Pada perkara ini memang A sebagai pemenang mutlak pemilikan hak atas tanah tersebut,
namun dunia pertanahan Indonesia mempunyai corak yang cu kup unik, yakni A tidak akan
memperoleh tanahnya apabila tidak melakukan eksekusi atas tanah tersebut. Dengan demikian,
permasalahan ini tidak cukup di atas kertas saja dan dunia pertanahan Indonesia memang
sepatutnya perlu untuk dilakukan penguasaan terhadap fisik tanah. Hal ini lah yang kemudian
akan timbul permasalahan baru. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa “pada
prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau
menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.”9 Oleh karena itu, guna memberikan
kepastian hukum maka seyogyanya A melakukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Denpasar
agar dapat dilakukan eksekusi dan proses balik nama kembali ke atas nama A.
Dalam perkara ini memang sudah sangat jelas B yang melakukan kesalahan pada
pengikatan yang dibuat dengan A, sehingga patut diduga pula bahwa B melakukan perbuatan
pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hokum atas perjanjian yang dibuat bersama
dengan A. Menurut Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyatakan bahwa “maka akan ada schuld
dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya, apabila sipelaku seharusnya melakukan perbuatan
secara lain daripada yang telah dilakukannya. Sipelaku telah berbuat secara lain daripada yang
seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum
menjadi satu.”10
Memperhatikan pendapat ahli hokum di atas, tentunya dapat diperjelas bahwa adanya
kesalahan yang dilakukan oleh B yang mengakibatkan pengikatan yang dilakukan dengan A
menjadi batal, sehingga kepemilikan hak atas tanah pada diri A dapat diberikan secara hukum.
Namun, hal yang akan menjadi hambatan adalah bagaimana dengan pihak ketiga atau pihak lain
yang tidak mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan oleh B ini. Merujuk pada pendapat ahli
tersebut sesungguhnya kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu, yang mana terhadap
perbuatan yang dilakukan oleh B dapat dibebankan ganti kerugian.
Dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri ini, semakin sangat menarik karena
pangkal permasalahannya adalah berawal pada B diduga melakukan pemalsuan tanda tangan A
pada Akta Kuasa Jual, sehingga B dapat menjualnya kepada C. Pada saat diketahui bahwa A
kehilangan hak atas tanahnya, secara langsung A melakukan proses pemblokiran atas tanah
miliknya, namun dengan adanya Putusan perkara ini A menjadi kehilangan tanahnya dan telah
berbalik nama ke atas nama C dan kemudian D. Menariknya perkara ini hanya melibatkan C dan
D saja, dimana D menggugat C dengan dalil bahwa D membeli tanah milik C dalam keadaan
yang tidak sengketa. Dalam hal ini gugatan yang dilayangkan oleh D tidak melibatkan A maupun
B.
Dengan adanya putusan perkara ini, D dapat melakukan balik nama ke Kantor
Pertanahan Badung. Dalam perkara ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
9 M. Yahya Harahap., S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), hlm. 11
10 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.
47
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menjatuhkan putusan bahwa D sebagai pembeli yang beritikad baik. Fenomena ini sungguhlah
sangat menarik untuk dilakukan penelitian hukum, karena memang kepastian hukum yang dirasa
kurang harus diperhatikan secara eksplisit.
Kembali yang sangat perlu mendapat perhatian adalah bagaimana sebenarnya
perlindungan kepada pihak D sebagai pembeli yang beritikad baik. Sesungguhnya hukum
perdata Indonesia telah memberikan perlindungan kepada pihak D yang berpotensi tanah yang
berates namanya hilang dan kebali kepada A. Oleh karena itu, dengan adanya hukum perdata
yang berlaku di Indonesia ini, D dapat melakukan upaya peninjauan kembali atas Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar No. 800/Pdt.G/2013/PN.Dps melalui C yang sebagai pihak
dalam perkara ini. Kemudian D juga dapat melakukan upaya perlawanan terhadap A yang
memohonkan eksekusi di Pengadilan Negeri Denpasar. Perlawanan terhadap sita eksekusi (partij
verzet) diatur dalam Pasal 207 Herziene Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 225 Rechtsreglement
Buitengewesten (“RBg”). Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan
sebagai berikut11 :
1) Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang
tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg.
2) Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR
atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak
bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai
dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.
3) Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.
Berdasarkan aturan tersebut di atas, tentunya hal ini semakin menegaskan bahwa
memang D mempunyai hak dalam melakukan upaya hukum, dan oleh karenanya D yang
dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik oleh majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini tetap tidak dihilangkan haknya begitu saja oleh hukum perdata yang
berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap D sesungguhnya telah
dapat dimanfaatkan agar tercipta kepastian hukum. Apabila nantinya D tetap tidak dinyatakan
sebagai pemilik atas tanah tersebut, maka secara hukum paling tidak D dapat menuntut ganti
kerugian dalam perkara yang berbeda kepada B maupun C.
Dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar sesungguhnya memang memberikan
pandangan adanya kelangkaan kepastian hukum dan keadilan bagi A maupun D. Apabila kita
membahas mengenai kemanfaatan hukum dalam situasi kedua perkara yang timbul ini, penulis
berpandangan bahwa hukum menjadi tidak bermanfaat sama sekali untuk mengakomodir
kepemilikan hak atas tanah bagi A maupun D. Pada pembahasan kali ini, penulis pun membatasi
kepentingan terletak pada D, karena D dalam koridor ini sebagai pihak ketiga antara perjanjian
yang timbul antara A dan B. Pada dasarnya berdasarkan 27 ayat (1) konstitusi (UUD 1945)
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Pada pembahasan kali ini, penulis membahas mengenai adanya hambatan yang akan
terjadi apabila pihak ketiga terlibat dalam perjanjian jual beli tanah, yang mana banyak sekali
berbagai aspek yang muncul, yakni salah satunya adalah apabila masalah pemilikan hak atas tanah
dipersinggungkan dengan kepentingan umum. Hal ini memang cenderung sulit untuk dipahami
secara seksama, namun penulis beranggapan bahwa dalam UUPA yang berlaku di Indonesia
para pihak yang memiliki hak atas tanah akan hilang sendirinya dengan adanya kepentingan
umum. Dalam koridor ini, penulis memberikan sebuah ilustrasi bahwa negara demi kepentingan
umum menjadi pihak ketiga dalam situasi pengikatan jual beli, yakni negara mempunyai program
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku
II, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 144-145.
11
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untuk membangun sebuah Kantor Pemerintahan di suatu lokasi dimana X sebagai pemilik atas
tanah tersebut, kemudian di perjalanan waktu X sedang butuh biaya yang mendadak dan
akhirnya menjual tanahnya tersebut kepada Y. Dalam kondisi ini Y tidak mengetahui adanya
program dari pemerintah tersebut, hingga pada akhirnya ketika Y ingin memanfaatkan tanahnya
tiba-tiba negara mengambil alih tanahnya tersebut dan memberikan ganti rugi yang tidak sesuai
dengan harga jual yang telah dikeluarkannya kepada X.
Menelaah kondisi hukum di atas, tentunya Y tidak dapat menyalahkan X dan
kepentingan umum tetap harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Huybers dalam bukunya
Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah mendefinisikan kepentingan umum adalah kepentingan
masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut
perlindungan hak-hak individu sebagai warga Negara dan menyangkut pengadaan serta
pemeliharaan sarana publik dan pelayanan public. Sedangkan menurut pendapat John Salindeho,
kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama
dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar
azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan
Nusantara.12 Menurut Priska Yulita Raya dalam Jurnal Hukumnya di Universitas Atma Jaya
Yogyakarta juga menerangkan “pelaksanaan dari proses pengadaan tanah oleh pemerintah yang sesuai
prosedur yang diatur dalam undang-undang dan pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti kerugian serta
masyarakat sekitar yang dapat merasakan manfaat dari adanya pembangunan yang dilakukan.”13 Dengan
demikian, negara sebagai pihak ketiga tetap dimenangkan apabila bersinggungan dengan
kepentingan umum yang mana pun tindakannya tersebut terkesan arogan dan
mengesampingkan pihak pemilik tanah yang individu.
Kembali pada kasus yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini, pihak ketiga yang
terlibat yakni D sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sepanjang niat yang dilakukan
oleh D bukan merupakan tindakan yang melawan hukum. Sebagaimana telah disampaikan pada
poin 2.1 di atas, tentunya D dapat melakukan upaya hukum yang sangat banyak. Hal ini
merupakan perlindungan hukum yang dimiliki oleh D sebagai pihak ketiga dalam kasus ini.
Kemudian D dalam melakukan berbagai upaya hukum tersebut akan mengalami hambatan
berupa tenggang waktu yang cukup lama dalam prosesnya, serta kepastian untuk memperoleh
kemenangannya pun terbilang masih dalam taraf yang tidak pasti karena harus dimunculkan dari
kekuatan pembuktian. Disamping itu, budaya hukum negara Indonesia yang masih dapat
ditransaksikan, hal ini cenderung menjadi poin utama dalam hambatan yang akan terjadi. Sedikit
disampaikan pendapat oleh Fajar Adhitya Nugroho, Sihabudin, dan Hariyanto Susilo dalam
tulisan jurnalnya yakni “Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya
dengan kesadaran hukum masyarakat.”14 Hal ini semakin menegaskan bahwa perlindungan hukum
akan hilang dan sangat terhambat apabila terdapat perbuatan makelar kasus atau transaksi
hukum.
Sementara dalam kasus yang terjabarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg membuktikan bahwa Kepala Desa selaku Pejabat Desa
yang diberi kewenangan oleh Negara untuk mengatur dan mengelola tanah bengkok telah
John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm.40
Priska Yulita Raya, Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat, Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 14
14 Fajar Adhitya Nugroho, Sihabudin, dan Hariyanto Susilo, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Jual
Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Secara Di Bawah Tangan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013,
hlm. 10
12
13
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melakukan penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan hukum muncul manakala Kepala Desa
menjual tanah bengkok kepada pihak lain, dengan posisi bahwa pembeli tidak mengetahui
bahwa tanah yang dibelinya dari Kepala Desa adalah tanah desa yang seharusnya tidak
diperbolehkan untuk dilakukan pelepasan hak kecuali untuk kepentingan umum dengan syaratsyarat tertentu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007.
Masing-masing putusan tersebut di atas tidak memaparkan bagaimana perlindungan hukum
terhadap pihak pembeli atas jual beli tersebut, karena seharusnya pihak pembeli mendapatkan
ganti rugi sesuai dengan harga beli yang telah terjadi.
Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang mendefinisikan perjanjian
sebagai berikut :
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”
Terjadinya pengikatan diri terhadap satu orang atau lebih tersebut menimbulkan akibat
hukum yakni munculnya hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri.
Kewajiban dalam hal ini berupa pemenuhan suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu
atau lebih pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.
III. KESIMPULAN
Permasalahan hukum pertanahan di Indonesia belum mencapai pada kepastian hukum
dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian adanya
permasalahan pada hukum pertanahan ini menjadikan kendala bagi seluruh aspek tatanan
hukum di Indonesia yang sangat kompleks di bidang bisnis, ekonomi, sosial dan politik.
Permasalahan hukum pertanahan ini menandakan bahwa negara Indonesia merupakan negara
hukum yang kurang cermat dan pasti dalam penerapan hukumnya, serta cenderung tidak
mempunyai hukum dalam menemukan solusinya. Pihak ketiga yang terlibat dalam pengikatan
perjanjian jual beli tanah di Indonesia dirasa kurang mendapat perlindungan, dan perlindungan
hukumnya tidak secara pasti akan memberikan solusi. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis
ini, pihak ketiga memang mempunyai banyak langkah hukum yang dapat dilakukan, tetapi
masalah waktu proses upaya hukum yang terbilang memakan waktu yang cukup lama.
Perlu dibuat regulasi yang terbarukan mengenai tanah di Indonesia, dan agar
memperoleh kepastian hukum atas pemilikan tanah di kemudian hari, maka pemerintah
melakukan pemberlakuan untuk membuat sertifikasi atas seluruh tanah yang ada di Indonesia,
namun tetap memperhatikan hukum adat setempat. Pemerintah juga mengambil alih setiap
permasalahan hukum pertanahan dengan mengutamakan mediasi antar para pihak yang terlibat
dalam persengketaan tanah. Bahkan jika memang diperlukan, maka pemerintah membuat
Mahkamah khusus untuk masalah hukum pertanahan.
Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, sebaiknya upaya hukum yang akan dilakukan
oleh D ini diterapkan dengan 1 (satu) metode saja, yakni sebuah upaya hukum dengan waktu
yang terbilang singkat. Penulis beranggapan bahwa D dihadapkan pada hukum acara perdata
singkat yang hanya memakan waktu tidak lebih dari sebulan, dan dalam jangka waktu ini D dapat
memperoleh kepastian akan pemilikan atas tanah atau sebuah ganti kerugian terhadap dirinya.
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